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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran Vl bagian

E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir

Perubahan Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan

verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin

kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan

Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptkan pemerintahan yang

bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara

efektif dan efesien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai

dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan

susunan Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2024.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Dinas

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini kami sampaikan, kiranya dapat

dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap

SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten

Balangan.

Balangan, Juli2024
Kepala D han dan

9 nio .Sos M
NrP. '19670817 198509 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk

mewujudkan cita-cita luhur bangsa lndonesia menuju masyarakat yang adil,

makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan

nasional tidak mungkin dapat teMujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang

memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing,

transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan

pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara

perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang

dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan

lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana,

Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia

usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua

pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina

agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara

mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan

yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan

mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional

kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.
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Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara

objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat

membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan

pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun

2024 adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4700);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 3)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

517);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala Ca,a

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman

Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20'19 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2024( Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7).
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3 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimaksudkan untuk

memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di

lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun

perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan

kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;

2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun2O24;

3. Memberikan komitmen pada akivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2024;

4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja

atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah

Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal

tahun berjalan;

7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari

Rencana Kerja Anggaran (RK."A), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus

menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan

sektor lainnya (lintas sektor).



4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya

dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJASKPDTAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD;

lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review

terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV.INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD

dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BABV. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BABVI.SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan

dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII.PENUTUP
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BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2,'l Evaluasi Renja Sampai Triwulan ll

Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan pada tahun 2024 sampai triwulan ll adalah sebagai berikut :

1. Pagu lahun 2024 pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah

sebesar Rp. 38.547.781.581 ,-

2. Realisasi anggaran pada triwulan ll adalah sebesar Rp. 11.362.745.397,-
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Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD yang telah dilakukan sebagai berikut:

No Program/KEglatan/Sub
Keglatan

lndlkator Kine4a Program
(Outcomo) / K6gl.ten (Ou$lut)
/ Sub Keglatan (Sub Output)

Target Klnaria dan Anggaran
Renja Perangkat D$r.h

Kabupet€n Tahun Berralan
202t1 yang dleveluaal

Realisa3i Kineda P6da Trlwulan
Re6lisa8l Capalan Ktneda

dan Anggrhn Renla SKPo
2024yang daevaluasi

I I
1 2 3 5 6 7

K Rp K Rp K Rp K Rp

1

PROGRAI' PET,IUNJANG
URUSAN
PEiTERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nllal SAKIP Pemngkat Daorah 72 Point 11.37,1.6!4.53r 68.5 Polnt '1,885.580.255 68.5 Point 5.847.,108.526 68.5 Point 5.847.,O8.526

Petencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinorja Porangkat
Daerah

PeG€ntase Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kineria Perangkat Daerah

100 Persen 94 326.000 25 Persen 10.200.000 35 Persen 29.270.000 45 P€rsen

1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokurnen Perencanaan
Perangkat Oaerah 2 Dokumen 61.150.000 10 200 000 1 Dokumen 24.470.000 1 Dokumen 27 870 000

2

Koordinasi dan Penyusunan
laporan Capaian Kineda
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kineqa dan lkhtisar Realisasi
Kinera SKPD dan Laporan Hasil
Koordioasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 33 176.000 0 Lapo€n 0 l Laporan 4 800 000 1 Laporan 6.100.000

Administrasi Keuangan
Perangkat Daemh

Per3enta6e Layanan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Yang Baik

100 Persen 7 .927 .355.731 25 Persen 1.605.872.585 35 Persen 4.430.08S.960 45 Persen 5_074 397 270

3
Penyediaan Gaji dan
TunjangEn ASN

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

47
Orang/bulan

7 861.784 531
46

Orang/bulan
1.595 792 585

46
Orang/bulan

46
016ng/bulan 5.O44.'107 270

Jumlah Laporan Keuangen
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhh Tahun
SKPD

l Laporan 32.785.600 0 LapoEn 4.980 000 0 Laporan '14.650 000 0 Laporan 16150.000

5

Koordinasi dan P€nyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Tiwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

4 LapoGn 32.785.600 1 Laporan 5.100.000 1 LapoEn 10.200 000 1 Laporan '14140.000

8

33.970.000

1 Dokumen

4 405 239.960

Koordiaasi dan Peny[,3unan
Laporan Kelangan Akhir
Tahun SKPD



Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Layanan
Administrasi Kepegaweian
Perangkal Daerah Yang Eaik

100 Persen 48.315.000 25 Persen 0 35 Persen 0 35 Persen 0

6
BimbingBn Teknis
lmplementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikulr
Bimbingan Teknis lmplemenlasi
Pemturan Perundang-Undangan

5 Orang 48.315 000 0 0 Orang 0 0 Orang 0

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase Leyanan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah Yang Baik

100 Pelsen 25 Persen 185.802.302 35 Persen 1.004.316.323 45 Pe6en 1.261.4a7.540

Penyediaan Kompon6n
lnslalasi LlgtriUPenerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
lnstalasj ListriuPenerangan
Bangunan Kantor yang
Dis€diakan

1 Paket 50.989.400 0 Paket 0 0 Pakel 9.699 000 0 Paket 9.699.000

Penyediaan Peralatan dan
Pedengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Paket 312.550.000 l Pakel 312 550.000

9
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penogandaan yang
Disediakan

1 Paket 38 638.000 0 Paket 0 0 Paket 14.181 500 0 Paket 14.181.500

10
Penyediaan Bahan Bacaan
dan P€raturan Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bac€an dan PeratuEn
Perundang-Undangan yang
Oisediakan

1 Dokrmen 38.604.000 0 Dokurnen 3.300.000 0 Dokumen 20.120.000 0 Dokumen 20.120.000

11
Penyelenggaraan Rapat
Koordina6i dan Konsultasi
SKPD

JLrmlah Lapo.an
Penyelengga6an Rapal
Koordinasi dan Konsultasi
SKPO

295
Laporan

973.725.000 75 Laporan 1A2.5A2.302
fia

Laporan
647 765_823

173
Laporan 904.937 040

Penyediaan Jasa
Penuniang lJrusan
Pemerinlahan Daerah

Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Perangkat
Daerah Yang baik

25 Persen 62.105.368 35 Persen 29€.039.043 45 Persen 345.817 266

12
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surai Menyurat
12 Laporan 23.090 000 3 Laporan 3.900.000 5 Laporan 11.526.000 5 Lapo.an 12 826 000

13
Jumlah Laporan Penyodiaan
Jasa Komunikasi, Sumbea Daya
Air dan Lislrik yang Disediakan

12 Lapo.an 146.601.000 3 Laporan 28.305 368 5 Laporan 57.999.543 6 Laporan 66 940 766

'14 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Polalatan dan
Pedengkapan Kantor yang
Disediakan

12 Laporan 47 900.000 0 2 Laporan 930 000 3 Laporan

't5 Penyediaan Jasa
Pelayamn Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Oisediakan

12 Laporan 489.006 300 3 Laporan 29.900 000 5 Laporan 6 Laporan 263 233.500

9

0 Orang

1.420.176.600

8 318-220.200 0 Paket 0

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

100 Persen 708.597.300

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

0 Laporan 2.817 000

227.583.500



Pemeliharaan Ealang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentiase Pemeliharaan
Barang Milik Oaerah Penunjang
Utusan PeEngkat Oaerah Yang
Baik

100 Persen 1.174.843.900 25 Persen 21 600.000 85.693.200 45 Persen 164.435 400

Penyediaan Jasa
Pemelihalaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Xendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah (endaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Oinas
Jabatan yang DipelihaE dan
dibayarkan Pajeknya

279.996.000 3 Unil 10 200 000 5 Unit 62 893.200 6 Unit 137.835 400

'17
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainoya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unil 894.847.900 'l Unit 11.400.000 22.800 000 1 Unit 26 600 000

2

PROGRAi'l
PENYELESAIAN
SEi,IGKETA TAI{AH
GARAPAN

Pollenlase Ponyelaarlan
Seng*ota Tanah Garapan 100 PeBen 11.717.100 25 Percen 35 Parsen s.227.500 45 PoBen 9.227.500

Penyeleseian Sengketa
Tanah Garapan dalam
Daerah Kabupalen/Kota

Persentase Penyelesaian
s€gketa tanah garapan dalam
daerah kabupaten

100 Persen 41.747 .100 0 35 Pers€n 9.227.500 45 Persen 10.602.500

18

lnventarisasi Sengketa,
Konfik. dan Pe*ara
Pertaoahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data Sengketa, Konflik
dan Perkara dalam 1 (Satu)
Daemh Kabupaten/Kota

1 Dokumen 41747 100 0 Dokumen 0 0 Dokumen 9_227 500 0 Dokumen 10 602 500

PROGRAM REDIATRBUSI
TANAH, OAN GANTI
KERUGIAN PROGRAM
TANAH KELEBIHAN
I'lAKSlltUil DAN TANAH
ABSET{TEE

Poraontase Redbtdburl
Tanah Dan Gantl Keruglan
TanahKeleblhan ak6lmum
D.n Trnah Abrentoo

100 PeBen 27.711.700 0 25 Persen 0

Penetapan Subjek dan
Objek Redistribusi Tanah
sorta Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee dalan 1

(Satu) Daerah
Kabupaien/Kota

Persenlase Penetapan
Redistribusi Tanah Dan Ganli
Kerugian Tanah Kelebihan
Mak6imum Dan Tanah
Absente€ dalam 'l (sstu) Daerah

100 Persen 27.71t.700 25 Persen 0 25 Pe€en 0 25 Persen 0

19

Koordinasi
Penyelenggalaan
Redisldbusi Tanah Objek
Reforma Agrada dalam '1

(Satu) Kabupalen/Kota

Jumlah Dokumen Sidang Panitia
Pertimbangan Landreforln
dalam rangka Kegiatan
Redistribusi Tanah

'I Dokumen 27 711_700 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

4
PROGRAi'
PENGELOLAAN IZIN
MEMBUKA TANAH

'100 Peraon 2.023.579.700 25 PeBon 34.070.000 35 Peraen ,l{6.724.500 ,{5 PeB€n 116.724.500

Pengrbltan lzin Membuke
Tanah

Pera€ntase Penerbitan lzin
l\rembuka Tanah

100 Persen 25 Persen 34.070.000 35 Persen 134.694.500

10

35 Persen

16 10 L,nit

1 Unit

0

25 Pergen

3 25 Peraon 0 25 Peraen

PERSENTASE
PET{GELOLAAN IZIN
MEMBUKA TANAH

2.023.579.700 116.724.500 45 Persen



20
Koordinasi dan Sinkroni8asi
Pemberian lzin Membuka
Tanah

Jumlah Ookumen Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam rangka Pemberian lzin
I\Iefibuka Tanah

10
Dokumen

'1775.518700 0 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 44.2'12 300 3 Dokumen 52 982 300

21
Pengendalian Pemanfaatan
Tanah Negara

Jumlah Dokumen Kegiatan
Pengendalian Pemanfataan
Tanah Nogara

1 Dokumen 248.061.000 0 Dokumen 32.570 000 0 Dokumen 72_512 200 0 Dokumen 41.712_200

5
PROGRAi'
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PeB6ntasa Per6ncanaEn
Langkungan Hldup t00 Per3en 25 Pe6en 35.270.000 4:1.970.000 40 Pe6en ,(4.970.000

Rencana Pedindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hldup (RPPLH)
KabupatervKota

Pe6Entase Rencana
Perlindungan dan Pongololaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten

100 Persen 171 450.000 25 Persen 10.070.000 30 Porsen 15.770.000 40 PeBen 17 670 000

Jumlah Dokumen Telaahan
Kebijakan yang Telah
Mengakomodir RPPLH
Kabupaten/Kote

1 Dokumen 171 450 000 0 Dokumen 10 070 000 0 Dokumen 15.770.000 0 Dokumon 17.670 000

Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Stralegis
(KLHS) Kabupaten/Kota

Pe6entase Teraelenggaranya
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

100 Persen 418.880 000 25 Persen 25.200.000 35 Persen 35 Persen 29.200.000

23
Pembualan dan
Pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPJMD

'1 Dokumen 418 880.000 0 Dokumen 0 Dokumen 29 200 000 0 Dokumen 23.200 000

PROGRA"
PENGENOALIAN
PEl.lCE['lARAil
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIOUP

100 P6rs6n r.026.762.650 25 Persen 35 Persen 221.695.300 45 Peraen 221.695.300

Pencegahan Pen@maran
dan/alau KeruBakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kotra

Persentase Kualitas Linqkungan
yang MemenuhiBaku Mulu

'l 00 Persen 973.417.650 25 Persen 101.078 300 35 PeNen 219 515 300 45 Persen 276.577.700

24

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pencegahan PencEmaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap
Medi6 Tanah, Air, Udara,
dan Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Lingkungan Hadup Oilaksanakan
Terhadap l\redia Tanah, Air,
lJdara. dan Laut

1 Dokumen 0 Dokumen 11.440 000 0 Ookumen 26 720_OO0 0 Dokumen 31 900 000

25

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan lklim

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
lnventarisasi Gas Rumah Kaca
dari Sektor Lingkungan Hadup
yang Oilaksanakan

1 Dokumen 243 244_500 0 Dokumen 920 000 0 Dokumen 10.948 000 0 Dokumen 10 948 000

26
Pengelolaan Laboratoriw
Lingkungan Hidup
kabupaten/kota

Jumlah pengujian yang
dileksanakan oleh laboratorium
lingkungan

1 Dokumen 584 3s7 550 0 Dokumen 88 718.300 0 Dokumen 181 847.300 0 Dokumen 233.729.700

1.1

590.330-000 30 Pers€n

Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/Kota

29.200.000

Jumlah Dokumen KLHS
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota
yang Oi6usun

25.200.000

Peraantaae Statug Mutu
Lingkungan Hldup 103.258.300

145.835.600



Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup f\abupat€n/Kota

Pelsentage Penangulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

29.560.900 25 Persen 1.300.000 35 Persen 4.940.000

27

Pemberian lnformasi
Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakal

Jumlah Laporan Sosialisasi
lniormasi Peringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
pada Masyarakat di
Kabupaten/Kota yang
Diiaksanakan

1 Lapoaan 29.560 900 0 Laporan 1300.000 0 Laporan 0 Laporan 4 940.000

Pemulihan Penc€malan
dan/atau K€rugakan
Lingkungan Hidup
Kabupalen/Kota

Personlase Pemulihan
Penc€mabn dan/alau
Kerusakan Lingkungan Hidup

100 Persen 23.784.000 25 Persen 880.000 35 Pecen 880 000 45 Pe6en

2A
Xoordinasi dan Sinkronisasi
rehabilitasi

jumlah kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi rehabllitasi di
kabupaten/kota yang
dilaksanakan

'l Kegiatan 0 Kegiatan 880 000 0 Kegialan 880.000 0 Kegiatan 15.520 000

7

PROGRA"
PENGELOI.AAN
KEANEKARAGAiIAi'I
HAYATI (KEHATU

Pe.3enta3e Penlngketrn
Keand€mgaman Hayati 100 Poraen 7.370.766,300 25 Po6sn 606./t86.203 30 Persen 1.381.476.07{ 40 Persen 1.38't.478.O71

Pengelolaan
K€anekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

100 Percen 7.370.766.300 25 Persen 606 406 203 30 Persen 1.381.478 07'l 40 Persen 1.A27.155.752

Pengelolaan Kebun Raya
Luas Kebun Raya yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota

8.4 Ha 747.336 800 2Ha 54 309.S27 4.'t H8 185.045.322 48Ha 238.404.A27

30
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hrjau (RfH) 112-221Ha 6.623.429.500 28 Ha 552.176.276 1196.432_745 65 15 Ha

8

PROGRAI$
PENGENDALIAN SAHAN
AERBAHAYA DAN
BERACUN (83) DAN
LIi'BAH BAHAT{
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LII'BAH 93)

Pelsenta3e Penurunan
Jumlah Llmbrh 83

'100 Persen 116.s60.000 25 Per3on 7.455.000 25 Persen 10.285.000 10.285.000

Penyimpanan sem€ntora
Limbah 83

PeNentase Pengurangan dan
Penanganan Limbah 83 100 Percen 46.560.000 25 Persen 7.855.000 25 Pereen 10.285.000 35 Persen

31

Fasilitasi Pemenuhan
Kornitmen lzin
Penyimpanan sementara
l-imbah 83 Dilaksanakan
Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Sec€la
Elektronik

Jumlah Fasilitasi
Pe$etujuan/lzin Penyimpanan
sementara Limbah B3 yaog
Dileksanakrn Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Sec€ra Eleklronik

1 Dokumen 23.280 000 0 Dokumen 4.290 000 0 Dokumen 8 910 000

100 Persen 1.300.000

1300.000

15.520.000

23.784.000

Peasentase Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

29

Luas RTH yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota

55.8 Ha 1.588.750.925

35 Persen

18.095.000

0 Dokumen 5.800.000

L2



Verifikasi Lapangad untuk
Memastikan Pemenuhan
Persya€tian Administrasi
dan Teknis Penyimpanan
sementara Limbah 83

Jumlah Laporan Kegiatan
Verifikasi Lapangan Pemenuhan
Komitmen Persetujuan/lzin
Penyimpanan sementara dan
Pengumpulan Limbah 93

3 Laporan 23 280 000 I Laporan 3 565 000 1 Laporan 4.485.000 1 Laporan g 185.000

I

PROGRAM PEI'BINAAN
DAN PENGAWASAT.I
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAI'I
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH}

PeBentrse pelaku
u6aha&6giatan yang taat
t.rhadap ||ln llngkungan

100 Persen 91.556.000 19.860.000 35 Persan rl5 Peraon 37.775.000

Penbinaan dan
Pengavrasan Tefiadap
u6aha dan/atau K€giatan
yang lzin Lingkungan dan
lzin PPLH Dite$itkan oleh
Pemedntah Daerah
Kabuoaten/Kota

Pers€ntase Jumlah
usaha/kegiatan yang diav/a6i

100 Persen 91.556.000 25 Persen 19.660.000 35 Porsen 37 _775_OOO 45 Persen 47.885.000

33

Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan dan Kewajiban
lzin Lingkungan dan/atau
lzin PPLH

Jumlah Rekomendasi chn/atau
PeBetujuan Teknis, Pe6etujuan
Lingkungan, dan Surat
Kelayakan Operasiyang
Oibedkan

1 Dokumen 44 906.000 0 Dokumen 10.060 000 0 Dokumen 18 380.000 0 Ookumen 22 130 000

34 7 Badan
Usaha

0 Badan
Usaha

9.600.000
2 Badan
Usaha

1S 395.000
3 Badan
Usaha 25.755.000

10

PROGRATUI PENGAKUAN
KEBERAOAA}I
TIASYARAKAT HUKUII
ADAT (MHA), KEARIFAN
LOKAL OAN HAK MHA
YANG TERXAI' OENGAN
PPLH

Per8entl3a MHA yang diakui
to.k.it deng.n PPLH 100 Per.en 16.808.800 0 Pe6en 0 0 0 Pealen

Pengakuan MHA, Keadfan
lokal, Pengelahuan
Tradisional, dan Hak MHA
yang Terkait dengan PPLH

Pe6entase luas kawaS€n MHA
yang diusulkao untuk
mendapatkan pengakuan

100 Persen 16 808 400 0 Pe6en 0 0 0 Persen

13

25 Pel.en 37.775.000

Pengawasan Perizinan
Berusaha atiau Persetujuan
Pemerinlah lerkail
Pers€tujuan Lingkungan
yang diteditkan oleh
Pomerintah Daelah Provinsi
dan Peralu€n Perundang-
lndangan di bidang
Pedindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Jumlah Badan usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi

46.650.000

0 Pelaen 0

0 Persen 0



35

Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan
lnicmasi Pengakuan
Keberadaan MtlA Kearifan
Lokal atau Penqetahuan
Tradisional dan Hak
Kea fan Lokal atrau
Pengeiahuan Tradisional
dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkonisasi,
Penyediaan Dala dan lnformasi
Pengakuan Keberadaan MHA
Keadfan Lokal atiau
Pengetahuan lradisional dan
Hak Keadfan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA Terkait dengan PPLH

l Dokumen 16.808.800 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 O Dokum6n 0

1l

PROGRAII
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK iIASYARAKAT

Pellentaae Pengha,gaan
Llngkung.n Hldup Untuk
Malyarakat

100 Persen 259.990.000 25 Persen 21.680.000 25 Persen 46.210.000 35 Persen 116.210.0@

Pemberian Penghargaan
Lingkungan Hidup Tingkat
Daerah Kabupaten/Kotia

Pors€ntase Penerimaan
Penghargaan Lingkungan hidup

100 Persen 259 990.000 25 Percen 21.680.000 25 Persen 46.210.000 35 Person 50.310.000

36

Penilaian Kineda
MasyarakauLembaga
MasyarakavDunia
UsahrDunia
Pendidikan/Filanlropi dalam
Periindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Jumlah MasyerakaUlembaga
IlrasyarakaUDunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantrophi yang
Dinilai Kine[anya dalam rangka
PPLH

3 Entitas 259 S90 000 1 Entilas 21 680.000 1 Entitas 46.210 000 1 Entitas 50 310.000

12

PROGRAi'
PE ANGANAN
PE GADUAN
LNGKUNGAN HIDUP

Pgraontaae Penenganan
Pengaduan Lingkungan Hldup

'100 Pe6en 47.650.000 '10 PeBen 9.950.000 20 Persen 16.700.000 33 Peraen r6.700,000

Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota

PeBentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat 100 Pe6en 47 650.000 10 Persen 9.950.000 20 Persen 16.700.000 33 Pers€n 18.870 000

37

Pangelolaan Pengaduan
permasalahan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan
Hidup tingkat
Kabuoaten/Kota

Jumlah pengaduan
permgsalahan Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
tingkat Kabu paten/Kota yang
dilindaklaniuti/ditangani

1

Pengaduan
47 650.000

0

Pengaduan
I 950 000

0

Pengaduan
16.700 000

0
Pengaduan 18.870 000

PROGRAi'
PEI{GELOLAAN
PERSAMPAHAN

P€Bonteae pergelolaan
samprh 99 PeBen 15.632.70{.900 25 Persen 't-521.261.500 35 Per6on 3.630.271.500 45 Per36n 3.630_27 t.500

Persentrase Vvilayah yang Bersih 99 Persen 15.832.704.900 25 PeBen 1.521.261.500 3.630 271.500 45 PeBen 5.113.511.600

38

Penyediaan Sa6na dan
Prasalana Pengelolaan
Persalnpahan di
TPA/TPST/SPA
Kabup€ten/Kota

Jumlah Sarana dan PrasaGna
Penanqanan Sampah untuk
Kegiatan Pemilahan,
P6ngumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemros6san
Akhir

7.299 476.900 0 Unil 0 0 1 Unil 797 694.900

L4

l3

Pengelolaan Sampah 35 Persen

35 Unit 0 Unit

I



39
Pengurangan aampah
melalui pendauran ulang
sampah

Jumlah sampah yang lerdaur
ulano 3300 Ton 1.431.393.000 825Ton 167 _752_500 1650 Ton 470 025.600 1925 Ton 553.413.600

40

Penanganan sampah
melalui pemrosesan akhir
sampah daTPTTPST
kabupaten/kolia alau
TPA,/TPST Regional

jumlah sampah yang terlangani
melalui pemrosesan akhir
sampah di
TPA/TPsTkabupaten/kota atau
TPA,/TPST Regbnal

1500 Ton 6.901.835.000 375 Ton 1.353 509 000 750 Ton 3 160 245.900 875 Ton 3.762.403.100

Jumlah Anggaran dari reluruh Program 38.547.781 581 4.245.O71 .25a 11.362.745 397 '11 -362 7 45.397

-Peratura Bu pati Bala ngan N 37 Tahun 2018 Tentang Kebija kan dan Strategi Kabupaten Balanga.l Da Iam Pengelolaan Sampah Ruma h Tans9a dan Sempah Sejenis
Sampah Rumah T ssa Undang'1, ndang Nomor 26 Tahun 2007 tenlang Penataan Ru ang lelah mengama nalkan setia p kota dalam renca na tata ruang layahnya
diwajibkan ntuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruan9 alau ayahnya untuk RTH, dim6 20% diperuntu kka bag i RTH publik dan 1 00/" diperuntukkan bagi RTH prival.
- Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan penguhngan sampah - SDM bidang teknis terbatas ada n luasan RTH - Masih terbatasnya anggaran untuk
kegEtqn pengembangan Kebun Raya
- Memaksimalkan anggaran
yang tersedia dan Membuat

yaog teBedia dan MembuatTS usulan aflggaran. - Peningkatan Kapasitas SDM - Peflu
TS usulan anooaran.

nya Penambahan luasan RTH - I\remaksimatkan anggaran

Sumber : e monev Bappedalitbangda triwulan 2

15



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan.

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1 . Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas

lingkungan.

2. Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.

3. Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.

4. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap

pengolahan air.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara

dan tenaga penganalisis data lingkungan;

2. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai

dengan perundang-undangan;

3. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;

4. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha

dalam pengelolaan lingkungan hidup;

No lndikator
SPM/ Standar

Nasional
IKK

Target Renstra

SKPD

Realisasi

Capaian

Catatan

Analisis

Tahun 2024 Tahun 2023

1 lndeks Kualitas Air 50,40 s0,40 50

2 lndeks Kualitas Udara 91,27 91,27 93,97

lndeks Kualitas Lahan 57,36 57,36

11

51 .94



2.3 Analisis Sosial Ekonomi SKPD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam

misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur

perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka

sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup

meningkat dengan indikator kinerja : lndeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan

sasaran daerah tersebut adalah dengan :

a) Meningkatkan lndeks Kualitas Air, udara dan lahan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut

adalah dengan :

'1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.

2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

4. Peningkatan kebersihan jalan.

5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.

6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK

7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.

8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

(PPLH)

9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran

lingkungan.

10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan

11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.

t2



12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan.

13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.

'14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat

diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program

Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka

kedepannya diharapkan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan

terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat,

aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan

pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga

pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan

metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong

sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian

perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah.

Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan

dengan cara pengumpulan oleh masyarakaUpetugas yang ditunjuk, sampah

yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-

gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara

(TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul

sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau

dijadikan pupuk organic dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA.

Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

13



Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa

penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari

ruang terbuka hijau. Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempaVmedia

masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH

juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH

kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber

perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan

masyarakat di RTH.

14

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat

dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan

minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses

pelaksanannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun

RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas'dan sebarannya

dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang

ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman padat di pusat

kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan

lahan.



Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024, program yang akan dilaksanakan sebanyak 13

program, Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Pendanaan yang

direncanakan sebesar Rp.44.538.996.964,- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi

di lingkungan kantor, masyarakat, sekolah, sungai dan beberapa perusahaan wilayah Kab. Balangan.
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Jurir{.h r.pomn c.Oaia. Kh€i.
dh lkhts{ Roallsai Kh6r. SXPO
drn L€p.En Ha6n Koordr.Br
P6.yusom. kpor.n crp.ir.
Kh.rF drn lkrdrs$ R..ris.rr

PoEsnle rdminisldr Koo.o€€. P.Bde AdmlnBlo.i x&.m.n
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BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

m



P6tedl*o G.ll &n Tunj.n$n
Judlah OmnO y&g M.n6dm, Jufrlrh or6n0 y.no Menoam

X@di.asi d.n P€nyuu.an
LlpoEn K.uigd Akhn irhun

Jumrsh L.poEn K.o.h!rn Akht
Tar h sr(Po d8n LapoEn Hrsil
Koodh.d P6iyue.rn Lapsan
(auanoan Akhrr Trhun sxPD

Ju nlah Lapomn Xew.ft n Akhn
T$ui SKPO dan kpoBn Hun
Koodinasi Ponyusunsi Lspo6n
K.usissn Akhr Tahu. SKPD

X@dh*sl &n P.nycumn

Bul6.a.,.rii*!l.nm/56m.n mn

Junl.h Lsp.6n K.uno.n Bub.o
Trrrd.n.n/ &m6rMn sKPo d.n
LrpoEn K@dhsl Penylrunsn

SubnrdTdvurandn/6€mneai

Jumld Leoomn Keusno.tr tsul.nr,v

Lrpodn X@rdlnsr P.iylsunan

6uLn.n/Tdwuhn.n/slmdemn

P.tuntls K.p€ls.lin Pd.nok.t P€e.la$ Kop.qryaLn PoEnok l

Blmblt!5n T.k i5 lntpr.mntsr Junr.h ofEng y.no Menoikuu
Bimbin06n Tokn6 rmrr.m6drsl
Perslud tr Potondan9. Und rnQ. n

JuhLh OBio ya.E M.iqkuU
ambino& T.kilr lnprerunlasi
P@rdm n Peto nda n0. Unddnoa n

Adt ntnr.sl Umun Pom.orai P.6enl'* cdmhhlral uoum PeGern.* rdminblBsr utum

P6ny6dlem Komponoi rst.r.sr
LBllnr'Pw.i{ri Bsnsunan

Jufrkn Pakoi KmPon6n lNlal*j
LbldkP.n6rs0.n 6.ne0iai

Jumr.h P.kst Kompon.n rister.sl
LrdnuP6n6mn0an B6n00a.

Judldh P6kol Pd.lalan dao Jumrrh Pdkot P.r.E6n d€n

Pdy.dban B.ml! Cdak.n Jufrl.h Pdker Ba.sno cer.k i dan
P.0oganddan yans Drs6dlarli

Jumhn P6k.l a.hno corakan dan
P.ngqand a5 n y.no os.di.h n

P.ny.drr.n B.hai ae*n d{ Jumbh Dokuftn a8h d n Bacaan

uidrnoan yrn! D6.di6kan

Jumsh Ookurer ts8lran &casn

Und.naan y€no Oisodlakan

xediodsid6n xonruhan s(PD Kooldlnrsl dan XoNu[$i sKPo

Pcng.d..n Brmn9 Mllrt osh
Plnunldg utos.n P€mrhl.h

P.Gs .s p.iCrd.6n b.BrB ,rfl(

P6n9rda6n K.ndrrsn ohas
Oper$ion.l rl3( [panffn

Juor.h Unir K.nda6a. Din6
Op.r.sional .lau Lap€n$n y.m

P.icidaan Gadu,! KEntol nsu Judlsh U.it Gddurd Kadlor alau
B.nsun.n Lriinya y8n€ d,s€d€k.n

P6ny.dL.n Jata Ponuiisiq
urusei Pe66dilah D.d€h

P€enlqs. pony.drasn J.sa
p€runjang urussn FflEnnirh

P.G€'nas p..y.{tra.n je
ponurlam urus. p€m.d.r.h

Juml.h kpor€n P6nyodla€n Jun .n L.r.dn P.iy.dban

P.nyodie$ Jas. Komunlt si
suob.r o.ya At d.n Lislrit

Jo,rt h Lrporan Po.y.disd. Jrsa
Kmunik ti, Srn$ir Olya Alr dan

Jutr 6h t po6n Psny.dtBn Ja$
Komunik*r, S0mb.r Dry8 Aird.n
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P€ny€dhdn JBr Padrrlan dan Jufrrlh Llpo6n P..y6nkrn Jrsa
Pelllan d.n Pe'lonokaprn tudor

JumLh t4orun Penyani.ai J.sa
Pdar.r.n d.n Pad6nok.p.i Kqdor

12

Peiyodi&. Js. P.l.y...n
Jomrrh Lapoftn P.nyodh.i
J@ PcLy.natr Utum K3nior

Jumlah L.p.€n Pony€dbsn
J.sr P€Lyane. Unum tGnror

P.@.i.$ P.nEllh.E.n baBnC
mllit d.o6h loiunjaio u@n

Penyodiarn J6a Pemrihaman
al.ya Pom6rih.d, d8n P.jrk
Kond.66n Pe66no.n Dhrs
aleu xendeE{n Dhas Js&r.n

Dlias Bl.u (ond.m.n Das
Jdbalan yrno Dip€ ihaE d.n

Jumr.h l<fr d.6an Peromnqm
Dln& .ltu K6nd.mon Ohs
J.Ma. yano OFo$nsra d3n

G€dun! K..ror dsn B.isun.i

Jumloh Goduno x.nror d6n

PROORAM PEREI'ICA'IAAII

P.6.it8. Peny€hnlqrE8h K4l5n
Liigkun!.. Hrdup sr6t.oh ((LHs)

FenCondaliai P.laktanaad JudLh Doko@. T.taahri

Lliokrncrn Hrdupst t.06
Pee{.$ lMsr6go.Eny.
l<.jLn lnoku.C.n rrdup strdllG
(KlHS)

Pembuar.n d6i P.raks6i..n RPJPORPJMD K.bupabnl<da RPJPDRPJMD K6buo,1€IVXoI.

PROGRAM PENG€NOA' AN

KERUSqKAN UNGKUNGAN

ds.rabu K.tu*k. Lrrgkun@n

Ponemadn drdrlau X€rus.kan
Llnotuft 0.. Hldup Kobupol.dxors

t on@maBn dan/atau Kotossk.n
Linohun!.n Hidup &bup.Lr/Kolt

Koodrnrsr sinkm.rr.sr, d6n

P€n6m.En LhOkunqan Hdup
oll.kss.ar6n brnidap Madi.
T.nsh, Alr, td8m,dan Lrut

Jumbn ookum.n Uli Ku.tira
Umlo.Orn Hlduq Oilak!.nar.n
T6m.d.' M.dr. TaMh. Arr, ud.d

Jordah DokuM Uji K@l[.s
LhokunO.n Hldup Oilaks..krn
To6a6ap M6di, Tanoh Ai. UdlE

P666le Ptullh.r.En b!6no
fr t d..6h ootunirm u@n

P.no.li&.n Lhok!.o€n Sidup Pe@.h$ P.nyelong!..*n Krll5n
Llrckunl6n Hddp sr..t.sb (xLHs)
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Kmtlh.si. sinkMrssr d.n Jumbn Dokum.n H8rrr (oordlnasi
&n sinkEitsrsi r.wnl.l6.si Grs

Jon&h ookum.n HErr Koordii9si
d.n slnkEnB.s lMnlalh{ri G3s

dlLk*o.k!. or.h labo.dodun

P6..rOOuL.g.. Fblll,mEn
d.r.t.u K.tu$tln LLlgkuno.n

P.6.'n8. Ponengcur.4.n
P.iem.6n d.d3l.! K.Nit n
Lhlklic.n Hldup K.blr.rotr/xot

PoMils. PaoillrLnc8n
P.i(jmr$ d.d.i8u K.ru*l.n
Lrqkuno.i Hldup Katrp.tdx.t,

Pmbdi:m hiomBi P6dm{an

(a.wk i Lmgkuilrn Haup

Jumrlh Laporan ssiarBD i
l.rom*l P.nng6t.n P.nMaEn
d(var.u K€tos.k i linotuiqsn

KsbupslonnGl! y.ng Dll.r6.i.k n

da,v.r.u Ke@k n L1n!{0.9.^

P66omsse Pemorrhan Psn@tumn
di,/.Itu r<.fl elrn Lhokutsn

PcMln€so Pomorihan P.n6tur..
.krr.r.u (.tosk n Lholuiq.i

Xoordl.aldan Sl rcni*si l(nlah t60Lr.n loodimsr d.n

k.bupar.dkora y6ng dn.xsanakan

juhhh kcssldn i@diiis drn

kab!p!r€.rko{6 ysng {rrr.ks.nakan

PROGRAM PEIIGELOI.AAN
KEANEXARAGA'/IAN HAYATI

Panotd.l.an &.i6kEr€9. .n

Lu.s Kobun R.ya y6.O Olt.lola Lu$ X€bu Rar. yang Olk loL

P€.!!()h.i Ru.4s T€rbuka Lurs RIH yan! Dikclo,o Llngkup
KMnrno.n Xabup.ten/l(ola

Luas RTN ydno Dlr.rora Lrn{kop
xMnrilan Kaolp.ledKols

PRO€RA PENCSNDALIAI1
BAHAN EERBAHAYA DAN
AERACUN (83) DAN IIMBAH
BAHAN BEFBAHAYA DAN

P6.nr.!a P.ruru@n JunLh P*dtM Fr.nutun.n Jumbh

F6dn.ep.muEnmnd.n

L7

Jumbh L.pori scratesi
rnlol]Bitul'tl|dn Pen@tudn
d.d.r.u xtr$t n Ltnokuman

Xablparonn(or. y.ng Orst$irkan

P.!qn@ P6@ei!!n d.n



Xon{hen lzln Poryrnp.ndn

Dlklssn*6. M€l.rui srd.m

Jumrah Frsirilasl Pmsluju.r,l2f
P.nyimprn.n *mnbrq LrmMh 83
v.m Dilahiatui.n Molaroi s6rm
P.bya.ri P€dzinai B.ru$ha
TennboEsi 6eer. Elehmnlk

Juml.h Fd3lliasi PeEd ulusnnzh
P6nytnprnan sohsnlars Llmbrh 83
yrr0 Dilaks.nlk n MeEtuIss€m
P.byrnan P.nnn.n Berus.h.
T.rhl.!6i S.@ra EleklMik

Po6y.r.r.n dmliBrEd d.d
TeknE Psnylmp8En s.m.nra6

Jumrsh Lop.En x.lidrn ve.6{.si
tlpsrs$ Psmnuhsn t(milrun
Pe6.lujurdllln t1€nylmplnrn
som6 5r. d.n F|.nounplh.

Juml.h LspoEn K.OLr.n V€nfk.si
L.prd!.n Penenutun Komitm.n
P*oruju$/ln P.nyhp6n.n
sodoilsE d€. Pon{omp(rhn

PROCfiAI/l PEMEMAN DA''I
PENO\WASqN TERI"AD',P
IZIN LINGKUNCAN OAN EIN

PENGELOLMN UiIGKUNGAN

Pec.nb* p6laku 6sh&1t€!i.r.n
Y.m ta.l l.fiadao iin lftkuno.n

P.6ern& r.l.lu ussh&'iQl.lEn
y.ho l.al l.ln.drp iin |hatuma.

PffUn.an d.n P.no .sn
xcobt.n yec lrn Lholunlrn
d.i l2b PPtll dtrtlk n obh

P.ts.nia3. p.m0i&.n non

lhlkun9an den lzh p€dlndungrn
dri D.ng.lob€n linotonqan.

l,€66rte p.nbhd. do.

hokum.n dtn Eln p.dlidlnga.
d.n p.o06lo!.rn lhokunq.n

FesiliLsl Pom.n uh. n Kol.durn
d.n Kealrb3n lzr. LhokunOrn

Jumkn R.konendsi d.l,dau
P6ts.lujus. Toknrs, P€a.lulu.n
Linokung.., &n sural xdr.y6bn

Junhh R€toft ndasa dsrr.Lu
P.G6ruiuan Tornis P.6€rulu.n
Linlhioan, dsn sunr K.rayak.n

arto*ha.tau PsE lrru.n
P€noiirilah teda( P66alljran
Linlkuilan ysn! d,l€r$r.n

Peto nd. n9. unda noan di brd.nq
Psdhdung.. d.n Pen!€ror.rn

Jumhn Aadan @ha d$/rau J uhlah Badrn usha d. nAtr u

KEBERAOAAN MASYARAKqT

KI:ARIFAN LOXAL DAN HAX
MHA YAiIG TERIqII DENGAN

P.eftEs. MllA y$0 dr.kol roftar P€Bna$ MHA ylnq dlEkur ts*.ri

Lolrl, P€.E€r.hu- tmdbhml,
Po6snlNs PonC.lo.n x.b66dDn
M6yaBkat Hlkum Ad.r, K..drrn
lolrl d.n MIA y..g L .[ d€.!an

P.6{e P.ng.k!.n K.b.rd!.n
May.ekd Hukum ad6i, KB.d.n
lokdl dai MHA yanc t.lt6t d..o.n

PonydtEn o6ls, d6n rnlol@r
Ponlrkorn ftbrtrdsan MHA

P€.!.rrhu.i lBbkrnst d3n

P6n0!r.hu.i Tr4,sionrr d3n

Jrmhh Ookumen Hsil Kerda.sr,
shkonl*ri P€nyodi.€. Dal. d.n
rnlomsr P.nea kuon Keho.adE..

P.n!.t5hu6i lradision6r &i Hok
K.rdrrn Lokrr 3$u P.i06bhusn
T,adlsloml dan Hlt MH,q Te.t.il

Jumr.h Doku@. Hasl Kerdlnsi
shkrcnBGi, Ponysdi.an DEl. d.n
rnromd P6rE3k@n KoboBtuon

P€ngorahorn Y6drsiorr d.n H.t
K6.rrl6n lokrr ar.u Paioet.h@n
'lEdrsroiat d6i H.k MHA To*str

PROGFAM PENGTIARGAAN
LINGIruNOAN HIOUP UNTUK
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Pci{h.oran tlnqkun9.n hdup P.mhs!t... thcluno.i hi{,up

M.sya6k3 Duni.lJsfi&ttu.rt
P6idrdit ./rllldbprdlr.m
P.dfi un$n ddi Pon!.ioL6n

Judrah Masy.mr6tt.mb.gt
Ma3yarokrnounis u$h./ounr.
peididikdn/Fihihpny.nooin,.l
Kra.d.nyd daiam rsnsk. PPLH

Jumkn Mey.mlcu-.mbr!.
M6yanksrDu.ie L*.ha/Dunr.
P.idbikdnrFrronlrophr y..q ornitai
Kh.ianyr d.Lm r€nlh PPLH

PROORAM PENANGANAN
PENGADUAN LING(UNGAN Poiqdusn Lhokrnlrn Hldup Pcilrdu.n Linokunoft Hldlp

P.l1lnungsn d.n P.ng.hlr6n Pr6.r'ila. P.m.o.n.i P6re.du.n

P€tus.bh.n P€mmEn drn
Pctus.krn Li,{kurgdn Hrdup

Jomlh p.ngrdq.n p.o.3obnan
P.re@cn da[ P.toi.k .

Ju l.h p.no.duan p6daatahd.
Pd@ro@ dan P€ru*tln

PROGRAII PENGE(OLA'N

Pedrse wl3ya[ y.no B.6ih Peenirs6 r4firyri t n! Bo6ti

TP /TPSTEPA &b!p.r. xor.

Judlah Saona d€n Pm*rEn
Ponam6M. 6am@h u.n!k
X6!iel.i Pfr llsh.n, Pc.gomp!|a.,
P6@.i0kLtan PongoEn.n don

Jrmlah S&ane den PEssEna
P.nrm.mn SlmEh urnuk
K.oltd.n P€f, ibh.n. P.nOumpur.i
P.noanlkulsn Po.oor.hrn, d.n

P.nouren€an s.nrpoh m.|.tul
Juohh sanp.h y!.0 l€rdsur urano Judlai sompoh y8n9 t6'rla ul.no

P.n..g.Bn sEhp3h ml.lui
psffosos.n 6knr samp.h di
TP,1,?TPSI krbupd.n/tok eldu

judl.h s.mp.h y$9 l6n.no6ni
melllul porcs6n .krrr $mpah
dl TPTJTPSTk. bup.l.n/rd6 Blau

jumlah smpsh y.no I.nanCrnl
reblul p6llm6.n arhn srmp.h
di TPTJTPSTk. Urpar€rrkob areu

Pmonl$ P.nychslM SsCk .,
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P.iy.r...xn s.Nk6L T.n.n P.E.drs. P.nyor.s.l.n..ohola
t.mn gEBpli d.l.m dr.mn

P.Bnl@ P.nyrbs.kn 36qk.&
r.i!h 9.6p.. dihn dsoEh

Jumr.h Oar. 5.nd€1., xofirk d.i
P6dcr. d.km 1 (s8ru) D.66h

Juml.h Dal, Sengkols, Xonnik
d.n P.dad d.r.m 1 (srru)

PhOCiA REDI'JRIBUSI
P*..nn$ R.drrrrtu.i ldh
o.n Grnd K!togLn Tr.h
K.hblh& .tllmuh D.n T.n.h

Pmd rs R€drrtibu3i Tr*h D.n
c.nrl K.n4ian Ta.eh Kohbhan
M.k!in!m o.n Temh Abs.nl*

P.iol.p5n suqdid.n obj€k
R.ddrlbud1e.hson G.,nl

lkk knum d.n Tr3t Ab6.nlos

P.@nt .. P.n.uPan tudBt,lbusl-tD.h Drn crnu x6^robn Tan.h
Kshblh.. M.k3ldufr D.i T.mn
Ab..d@ dal6m 1 (sdu) Ei..mh

PB6€nr@ Pon.t.p.n R€dirrtbusi
T.mh tun c.nl xea]lho lonah
Ker6t h6i M6k!1dufr Dtu len.h
Ad*.r€. d.E6 1 (s.ru) od€mh

K@dlMsi P.nyeLnoCarsan

R.rom Asrai. d.r.m 1 (S.lu)
J u mrah Dokun.n Sida.g Pai i i6
Ponimban@n L8ndEfom deLm
Bnok. K.gidsn RodbldDusl Tan6t

Jufrlah Dokuh.n sir..g Prnilia
P.nlmb.ngan L.MErom darao
Bioks x.gdEn Rodunbdsr Tsidn

PERSEI'ITASE PEI'IOEI]OLATI'I

PERAENT',SE PENGELOI,A,AN

P€n./onan Lin Mflbuka Tan6h

Xmd..sid$ si*mnisdsi
Pemboian rz. Msboka Tan.h

Koodinai &. si.kMBrsi dal.fr
r6mka Pcmb6rh. lzin l/kdbuk

Jumrdh Dokumn K.!iat.i
K@l!hr.i (r.. Sl4krcnl*i dal.m
BnqL P6hb.ri.n lzin M.mboks

Psmfrdari.n Penanfq .n Pong.ndrnrn Pd.n&tdn T.n.h
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lnwmdll..si S6i0ta. Konfi k,
&. P.rk€d Podei.han d.hm
1 (s3ru) D&r.h K.bupalon <ora

P.enl.s. P.i6rtfi.n lr.r



BAB IV

PENUTUP

2\

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanahan dan Lingkungn

Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan

yang akan direalisasikan pada tahun 2024. Renja ini merupakan penjabaran empiris

dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas

Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja Perubahan ini juga sebagai

perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan

tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil

guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai

dengan prinsip-prinsip "Good Govemance."

Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat

diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran

SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional

secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja

pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi

sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk

lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus

akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (lnputs Oriented Accountability)

dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Results Oriented Accountability). Kita

bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan

pelayanannya kepada masyarakat.



Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang

diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar

penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten balangan dapat

dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju

kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Resulfs Oriented

Govemment).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan

untuk kalangan terbatas pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan

baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti

Renfa Perubahan Tahun 2024 ini merupakan peniabaran lebih lanjut dari Rencana

Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang

harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi

sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan

pengembangan kondisi selanjutnya.

Balan an, Juli 2024
Kepala D an dan

Li p

Sos,
NtP. 19670817198509 1 001

9A

n Hidn

n
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